Menimbang

SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

bahwa ekonomi kreatif memiliki arti penting dan
kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan
ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan
ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya
saing, serta penciptaan lapangan kerja guna memajukan
pembangunan perekonomian dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Kota Madiun;

bahwa potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Madiun
belum dikembangkan secara optimal sehingga perlu
didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif
dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan
kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi,
jiwa kreatif, dan kemampuan berkompetisi;

bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terkait dengan
pengembangan ekonomi kreatif, diperlukan pengaturan
tentang pengembangan ekonomi kreatif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi

Kreatif;
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Mengingat

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah  beberapa  kali terakhir @ dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2
3.
4

Daerah adalah Kota Madiun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari
kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas
manusia yang Dberbasis warisan budaya, ilmu
pengetahuan, dan/atau teknologi.

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau
kelompok orang warga negara Indonesia atau badan
usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum
yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang
melakukan kegiatan ekonomi kreatif.

Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha,
Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas,
dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha,
pembinaan, pemetaan, pengawasan, serta penguatan

usaha kreatif dan industri kreatif.
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8. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah upaya
membangun dan meningkatkan keterhubungan sistem
yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif, yaitu
kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi,
yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif untuk
memberikan nilai tambah pada produknya sehingga
berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi
secara hukum.

9. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari
pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat
individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan
pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi
daya kreasi dan daya cipta individu.

10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan
sistem yang mendukung rantai nilai ekonomi kreatif,
yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan
konservasi, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif
untuk memberikan nilai tambah pada produknya
sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan
terlindungi secara hukum yang prosesnya didukung
penuh oleh unsur pemerintah, bisnis, akademisi,
komunitas, dan media.

11. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan
pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada pelaku ekonomi
kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan
badan layanan umum yang memberikan fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis
yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Pasal 2
Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu untuk

menjadi pedoman dalam melakukan Pengembangan Ekonomi

Kreatif.
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Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini yaitu:

a. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
mendorong Pelaku Ekonomi Kreatif mendaftarkan
kekayaan intelektualnya;

c. memberikan kemudahan dan fasilitas kepada Pelaku
Ekonomi Kreatif agar dapat meningkatkan
pendapatannya;

d. mewujudkan tersedianya prasarana ruang kreatif
sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif
Daerah;

e. mengembangkan Ekonomi Kreatif yang disinergikan
dengan penyelenggaraan seni budaya mingguan;

f.  mendorong terwujudnya kota kreatif sebagai kota yang
memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan

g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana

pembangunan Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
Pelaku Ekonomi Kreatif;
Ekosistem Ekonomi Kreatif;

c. tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
Pengembangan Ekonomi Kreatif;

d. pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif; dan

e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PELAKU EKONOMI KREATIF
Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

a. pelaku kreasi; dan

b. pengelola kekayaan intelektual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 berhak untuk memperoleh dukungan dari Pemerintah

Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, berkewajiban:

a. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral,
kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi
Kreatif; dan

b. memberikan informasi Ekonomi Kreatif dalam sistem

informasi Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dan
Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengembangan
Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan
untuk meningkatkan kemampuan teknis dan
manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;

b. fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi
di dunia usaha;

c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang
Ekonomi Kreatif; dan

d. fasilitasi promosi dan pemasaran produk Ekonomi

Kreatif.
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BAB III
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengembangan Ekonomi

Kreatif dan mendorong Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

a.
b.

® o o

i

5 0

(1)

(2)

(3)

(4)

pengembangan riset;

pengembangan pendidikan;

fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
penyediaan infrastruktur;
pengembangan sistem pemasaran;
pemberian insentif;

fasilitasi kekayaan intelektual; dan

pelindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 11

Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap
pengembangan riset Ekonomi Kreatif.

Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan
pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di
bidang Ekonomi Kreatif.

Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Pengembangan Pendidikan
Pasal 12

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun
untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku

Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 13

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang

Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan  sistem

pendidikan nasional melalui:

a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam
jalur pendidikan formal; dan

b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan

nonformal.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
Pasal 14

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan
nonbank.

(3) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang
sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 16

Untuk memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan Ekonomi
Kreatif, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber
pembiayaan alternatif di luar mekanisme lembaga

pembiayaan.

Pasal 17

(1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah
Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.

(2) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur
Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur
Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
(2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a. infrastruktur fisik; dan

b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 19

(1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik
dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan
sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

(2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b
merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan,
mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan,
dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan

informasi.
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Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur
Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang
kreatif.

Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana
untuk:

a. ruang pamer;

b. ruang pelatihan; dan

c. ruang kreativitas.

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh unit pelaksana
teknis Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan
dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional
dan dapat dilakukan komersialisasi.

Biaya pengelolaan ruang kreatif dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah.

Biaya pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah.

Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan
keuntungan.

Pemanfaatan ruang kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif
yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak

dibebankan biaya.
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(10) Hasil komersialisasi ruang kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dana
pengembangan untuk ruang kreatif dan pelaksanaan
penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem
pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan
intelektual.

(2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis
kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui:

a. lisensi;

b. waralaba;

c. alih teknologi;

d. jenama bersama;

e. pengalihan hak; dan/atau
f. bentuk kemitraan lain.

(3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem
pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan
intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.

(4) Dalam hal kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik,
dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam
bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan

intelektual.

Pasal 22

(1) Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat
berupa:

a. bimbingan teknis;
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b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran

terintegrasi secara elektronik;

c. akses dan/atau bantuan pembiayaan;

d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;

e. bantuan promosi pemasaran,;

f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;

g. akses pemasaran;

h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;

—e

pendampingan penghitungan penilaian kekayaan
intelektual; dan/atau
j- layanan bantuan dan pendampingan hukum.
(2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama

dengan pihak lain.

Pasal 23

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
legalitas usaha;
pengelolaan kekayaan intelektual;
c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud
dan tak berwujud; dan/atau
d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan

intelektual.

Pasal 24

Fasilitasi  pelayanan perizinan berusaha  dan/atau
pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan
berusaha untuk menunjang kegiatan wusaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis

risiko;
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b. permohonan pendaftaran dan pencatatan kekayaan
intelektual; dan/atau
c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran

produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 25

Fasilitasi akses dan/atau bantuan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. pemberian insentif; dan/atau

b. penyediaan skema pembiayaan khusus.

Pasal 26

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d berupa penyediaan
portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran

produk Ekonomi Keatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 27

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui
berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
dan/atau

b. penyediaan program untuk mempromosikan produk
Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual dalam

perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f terdiri
atas:

a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan

intelektual dalam bentuk konten digital;
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b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif
berbasis kekayaan intelektual,

c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi
Kreatif berbasis kekayaan intelektual; dan/atau

d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah
yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif

berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 29

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1) huruf g terdiri atas:

a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
dan/atau

b. membentuk forum komunikasi antarpelaku kreasi,

pengelola kekayaan intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 30

(1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang
ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan
untuk mempercepat proses pelayanan.

(2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi

Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 31

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian kekayaan

intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)

huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan

cara:

a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung
melalui program pendampingan insidental; dan/atau

b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset
tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis

kekayaan intelektual.
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Pasal 32

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j

meliputi:

a. penyuluhan hukum;

b. konsultasi hukum,;

c. mediasi;

d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau

e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Bagian Ketujuh
Pemberian Insentif
Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif dapat diberikan
dalam bentuk:

a. fiskal; dan/atau
b. nonfiskal.

(3) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dapat berupa:

a. insentif perpajakan Daerah; dan/atau
b. insentif retribusi.
(4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;

b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang
Ekonomi Kreatif;

c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran
atau pencatatan kekayaan intelektual;

d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi
Kreatif; dan

e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi

Kreatif.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian
insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak
cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan
industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan
intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku
Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Pasal 36

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam

Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

a. mengembangkan skema pembiayaan berbasis kekayaan
intelektual; dan

b. mengembangkan sistem pemasaran Produk Ekonomi

Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
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Pasal 37

(1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah
Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum.

(2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh
Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung skema
pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan/atau
sistem pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis
kekayaan intelektual.

(3) Pembentukan Badan Layanan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 38

Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah
dapat bekerja sama dengan:

a. lembaga pendidikan;

dunia usaha;

dunia industri;

jejaring komunitas; dan/atau

© o0 T

media.

BAB V
PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu

Pendataan
Pasal 39

Perangkat  Daerah  yang  menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang pariwisata menyusun database
Ekonomi Kreatif Daerah dengan sistem informasi Ekonomi
Kreatif Daerah, yang terintegrasi meliputi semua jenis
kegiatan Ekonomi Kreatif yang ada di Daerah.

Bagian Kedua
Sistem Informasi Ekonomi Kreatif
Pasal 40

Sistem informasi Ekonomi Kreatif dilakukan sebagai bentuk

akuntabilitas publik dan dijadikan dasar dalam melakukan
perencanaan bagi pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
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Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi
Ekonomi Kreatif yang terintegrasi.
(2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku
Ekonomi Kreatif;
b. informasi produk dan persebaran pengusaha
Ekonomi Kreatif;
c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri
Kreatif; dan
d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan

kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif.

Pasal 42

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata menyediakan sistem
informasi Ekonomi Kreatif yang terbarukan dan mudah
diakses oleh masyarakat.

(2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku
Ekonomi Kreatif;

b. informasi produk dan persebaran pengusaha
Ekonomi Kreatif;

c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri
Kreatif; dan

d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan
kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif.

(3) Penyediaan sistem  informasi Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara
akurat, lengkap, dan berkesinambungan, meliputi
kegiatan:

a. pengumpulan;
b. pengolahan;

c. penganalisaan;
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d. penyimpanan,;
e. penyajian; dan
f.  penyebarluasan.

(4) Dalam melaksanakan pengelolaan sistem informasi
Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pariwisata harus membangun
dan mengembangkan dengan memanfaatkan media
teknologi informasi dan komunikasi.

(5) Sistem informasi Ekonomi Kreatif terintegrasi dengan
sistem Ekonomi Kreatif nasional dan sistem Ekonomi
Kreatif provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan
pengendalian  untuk = menjamin terselenggaranya
pengembangan usaha kreatif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak

Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 September 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 9/D

a.n.

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

OfAD

[=]

Ilka Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 133-10/2024
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

. UMUM

Kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan
budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi merupakan sumber daya
ekonomi nasional yang potensial dikembangkan untuk memajukan
kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan sumber daya
manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif
secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, diantaranya dengan
melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Oleh karena itu, diperlukan
pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan
nasional melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang
memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya
saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai salah satu kegiatan
ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam
menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan,
mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan
lapangan kerja. Sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bahwa Pemerintah
Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan
Ekosistem Ekonomi Kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi
bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna
tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena itu Pemerintah
Daerah berperan penting dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif karena
langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya tersebut Pemerintah Daerah
memerlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah untuk
mengembangkan Ekonomi Kreatif agar Pelaku Ekonomi Kreatif

di Daerah terlindungi dan terfasilitasi.
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Karena itu di dalam Peraturan Daerah ini diatur materi muatan
tentang Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, tanggung
jawab Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif,
pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif, serta pengawasan dan

pengendalian.

Il. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “kota kreatif” adalah kota yang
mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan
perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan
potensi dan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelaku kreasi” adalah orang atau
sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan
kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau

menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
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Hurub b
Yang dimaksud dengan “pengelola kekayaan intelektual”
adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan
intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain
berdasarkan perjanjian tertentu.
Contoh pengelola kekayaan intelektual antara lain penerbit
musik/film/gim, distributor musik/film/gim, bioskop,
layanan pengaliran video (video streaming), rumah
makan/restoran/kafe, perusahaan iklan, penyelenggara
teater, pengelola portal daring (online), dan pengelola
program daring.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain
dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi
lokal, dan pasar.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
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Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah
ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung
pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem
Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung
pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa
teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan,
memproses, menganalisis, mengumumkan dengan
menyebarkan  informasi, dan/atau  menyimpan.
Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat
lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang
mendukungnya, antara lain jaringan internet,
komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah
dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif
melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah
pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku
Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik
maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara
lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi
lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Yang termasuk dalam “memfasilitasi”, antara lain bantuan
berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam
proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta
pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi
Kreatif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
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